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MK Kukuhkan Desa Bangbang Sebagai Desa Konstitusi 
 

Bangli, 28 November 2018 - Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan Pengukuhan Desa 

Bangbang sebagai Desa Konstitusi melalui penandatanganan Prasasti oleh Ketua Mahkamah 

Konstitusi. Desa Bangbang terletak di Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. 

Kegiatan tersebut dilangsungkan di Balai Desa Kantor Desa Bangbang, pada Rabu (28/11). 

Desa menurut UU Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pada kedudukan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan bahwa desa dengan 

segenap karakter khas masing-masing memiliki posisi dan peran strategis dalam menentukan 

wajah utuh dari konstitusionalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus diakui, desa 

memiliki kekuatan dan spirit yang menopang keberlangsungan negara bangsa Indonesia.  

Desa yang dikukuhkan sebagai Desa Konstitusi harus memiliki keunggulan, potensi, kekuatan, 

dan modal sosio-kultural untuk diarahkan dan dikembangkan menjadi  desa dengan segenap 

warga yang memiliki kesadaran berkonstitusi. Termasuk juga agar warga desa memiliki 

pemahaman serta kesadaran akan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Di samping 

itu, supaya nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi benar-benar mengisi dan mengaliri setiap sendi-

sendi kehidupan masyarakat. 

Pengukuhan Desa Konstitusi bertujuan untuk turut membumikan dan membudidayakan nilai-nilai 

Pancasila dan Konstitusi di tengah-tengah praktik keseharian kehidupan warga bangsa dalam 

bernegara dan bermasyarakat, utamanya warga desa. Dengan masyarakat desa yang sadar 

berkonstitusi, termasuk memilikii kesadaran akan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga 

negara, diharapkan desa menjadi fundamen penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara 

hukum demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum.  

Setelah dikukuhkan sebagai Desa Konstitusi, maka menjadi komitmen Mahkamah Konstitusi untuk 

melakukan berbagai upaya sekaligus memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mengarah pada 

internalisasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi. Untuk itu, diperlukan ikerja sama 

yang baik antara semua pihak, terutama Mahkamah Konstitusi dengan pemerintah dan warga 

Desa Bangbang untuk dapat mewujudkan harapan dan tujuan kegiatan ini. (Humas MK) 

Tentang Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya 
dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan 
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi 
Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18216, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606.  laman: www.mkri.id  
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